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ABSTRAK

Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Aceh
Tengah Dalam Membina Pengelolaan Keuangan Kampung

Rakhmat Wan Rizki
Rakhmatwannzki86 ail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Dalam mewujudkan tujuan perekonom:an sektor publik yang berhasil maka setiap desa
di Indonesia telah diberikan anggaran pendapalan dan belanja desa (APBDesa) setiap
tahunnya oleh pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pembangunan pada desa
tersebut. Kabupaten Aceh Tengah telah mengatur melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 16 Tahun 2015 Tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung, yang dikelola
berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib
dan disiplin anggaran. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengatahui upaya dan kendala
Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung Kabupaten Aceh Tengah dalam membina
Perencanaan pengelolaan keuangan kampung. Metode pengambilan informan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dan prosedur pengumpulan
data menggunakan wawanecara, Observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian bahwa
Upaya dalam membina Perencanaan pengelolaan keuangan kampung a) dilakukan
berdasarkan pedoman peraturan pemerintah kabupaten Aceh Tengah Nomor 16 Tahun
2015, Selanjutnya upaya DPMKam berupaya Memfasilitasi, menginventalisir, memben
Pelatihan dan memberdayakan serta memberikan pembinaan penatausahaan dalam
pengelolaan keuangan Kampung. Namun kemampuan aparatur kampung sangat kurang
dalam memahami pelaksanaan secara teknis dilapangan yaitu berkaitan dengan
pelaksanaan pengelolaan keuangen Kampung. b) Upaya Pembinaan Pengelolaan
Kampung pada umumnya langkah yang di ambil adalah dengan melaksanakan pelatihan
guna meningkatkan SDM, dan meiakukan pembinaan langsung ke kampung-kampung,
diutamakan kampung yang masih rendah tahap pemahamannya terhadap regulasi yang
mengatur pengelolaan keuangan kampung, ¢} Proses implementasi pembinaan
pengeiolaan keuangan menemukan permasalahan dalam pengelolasn kenangan kampung,
yaitu perencanaan, pefaksanan dan pertanpggungjawaban masth belum sesuai dengan
repulast yang ada Permasalahan vang timbul di Masyarakat adalah kurangnya
keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan, kurang terakomodimya keinginan
masyarakat, dan juga kurang berkualitasnya hasil dan pekerjaan. Kendala yartu
persontl/tenaga ahli Pada DPMKam sangat terbatas, dan wilayah binaan yang sangat
luas, serta pithak aparatur kampung kurang antusias dalam mengikutinya. Hal ini ditandai
dengan banyak Reje kampung yang menginmkan perwakilan dalam setiap pelatihan,
Selanjutnya Ego sektoral yaitu masyarakat lebth mengutamakan kepentingan-kepentingan
orang perorang, tanpa mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Kemudian lebih buruk
lagi adalah kurang harmonisnya hubungan antar Reje dan RGM. Proses pengelolaan
keuangan akan terhambat akibat adanya konflik antar Reje dan RGM.

Kata Kunci: Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan Kampung
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ABSTRACT

Efforts Of The Office Of Community Empowerment And Villages Of Central Aceh
Regency In Fostering Financial Kampung Management

Rakhmat Wan Rizki
Rakhmatwanrizki86{@email com

The open university graduate

In realizing asuccessfill public sector economic goal every village in Indonesia has been
given a village budgei (APBD)} every year by the government to carry out development in
the village. The district of central Aceh has been organizing throught the regulation of
the central Aceh district head number. I of 2015concerning the guidelines for villuge
Jinancial management, which is managed based on transparent, accountable,
participatory principlesand is carried out in an orderly and budgetary manner. The
purpose of research is to kmow the efforis and constrainis of the Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah in fostering village financial
managemen! planning. The impormani retrieval method use in this siudy was purposive
sampling and data collection prosedur using interviews observation, and documentation.
The result of the study are that efforts in developingvillage financial management
planning a). Crried out based on guidelines for the central Aceh district Government
regulation No. 16 of 2015. And the DPMK 's efforts sought to facilitate inventory, provide
training and empower and provide assistance in managing village finance. Bur th ability
of the apparatur is very lacking in understanding the technical implemeniation in the
Sield, which is related to village financial management, b). The village development
management efforts in general are the steps faken by conducting fraining to improve
htman resources (SDM)} and direct guidance to villages, preferably villages thar stll
have low understanding of the regulations governing village financial management. C).
The process of implementing financial management coaching finds probems in village
Sinancial management, namely implementation planning, and accountability is still not in
accordarnce with existing reguiations. Problems that arise the community are the lack of
appeness in the impelemntation of managemen!, lack of accommodarion of the desires of
the community and also lack of quality resull from work The constraint are that the
personaliexperts at DPMKam are very limited and the 1arget area is very wide, and the
village aparaturs are very anthusiastic in following it. This was marked by the number of
villages that sent representatives in each fraining. And then the sectoral ego is that the
community priority the interest of people, regardless of their priority level Then even
worse is the lack of harmony between the head village and RGM. The financial
management process wiil be hampered due to the conflict between the Head village and
RGM.

Keyword : Village financial management and development.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Diskrifsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3
Tahun 2009 dan perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Aceh Tengah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah,
diubah sebagai berikut: “Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Kampung”.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemenintahan Kampung
Kabupaten Aceh Tengah sebagai instansi tekhnis Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah yang diberi tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang
kebijakan peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan, partisipasi,
kemampuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan,
partisipasi, kemampuan, upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus
dilakukan sesuai dengan potensi dan peluang yang tersedia.

a. Kedudukan
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Aceh
Tengah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalut
Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Perubahan Kedua
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Pokok
dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2011, maka tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung sebagai berikut:

1. Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung membantu
Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan serta
penilaian atas pelaksanaan pembangunan di daerah.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemernintahan Kampung mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdir
dari Pola Umum Pembanpgunan Jangka Panjang dan Pola Umum
Pembangunan Lima Tahunan Dacrah.

b. Pelaksanaan penyusunan program-program tahunan, sebagai
pelaksanaan rencana tersebut pada huruf a pasal im dibiayai oleh
daerah sendiri ataupun yang diusulkan ke dalam program daerah

tingkat provinsi atau yang dimasukkan ke dalam program tahunan.
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c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan
organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instnasi
vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang ada di
daerah,

d. Pelaksanaan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan koordinasi
dengan Sekretaris Daerah Kabupaten.

€. Pelaksanaan koordinasi atau mengadakan penelitian untuk kepentingan
perencanaan pembangunan daerah.

f. Mengikuti persiapan dan perkembangan persiapan pelaksanaan
perencanaan pembangunan di  daerah untuk penyempurnaan
perencanaan lebih lanjut.

g.  Memonitor Pembangunan di Daerah.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Bupati dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMKam)

Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada
Bupati Aceh Tengah melalui Sekda, Kepala Badan mempunyai tugas
melaksanakan tugas umum  pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta
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pemerintahan kampung dan mukim sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Kepala Dinas
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang.

¢. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat,
pemberdayaan sumberdaya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat
guna, serta pemerintahan kampung dan mukim.

d. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di
bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan
kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumberdaya kampung dan
pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pemerintahan kampung dan
mukim.

€. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan,

f. Pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian
terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha ekonomi
masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan
sumberdaya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna, serta
pemenntahan kampung dan mukim.

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau iembaga terkait lainnya

di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan
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kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumberdaya kampung dan
pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pemerintahan kampung dan
mukim.
h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan kampung dan
mukim.
1. Pembinaan UPTB.
J. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Sekretaris
Sekretaris adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional
dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung.
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum,
perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan
administrast, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Kampung. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris,
asset, perlengkapan, pemeliharaan dan perpustakaan,
b. Pembinaan kepegawaian, orgamsasi, ketatalaksanaan, hukum dan
perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

¢. Pengelolaan administrasi keuangan.
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d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Sekretaris terdint dan :

a. Sub Bagian umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi,
penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan
peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan
perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawain.

b. Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program,
pelaksanaan dan pemantauan program kerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Pemernintahan Kampung.

c. Sub bagian keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan
anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
serta gaj1 pegawat.

5. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas
menyusun rfencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan
penataan kelembagaan serta pengembangan partisipai masyarakat dan
sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang Penguatan

Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi:
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a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan kelembagaan.

b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan pendapatan.

¢. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan pengembagan partisipasi masyarakat.

d. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sosial
budaya masyarakat.

6. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung dan Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna (TTG)

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas melaksanakan tugas
teknis di bidang pemberdayaan sumber daya kampung serta
pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna, dan mempunyai
fungsi:

a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan pelaksanaan program pemberdayaan sumber daya
kampung dan teknologi tepat guna.

b. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
pengembangan kegiatan pemberdayaan sumberdaya kampung dan
teknologi tepat guna.

¢. Penyusunan laporan dan evaluasi dibidang pemberdayaan sumber

daya kampung dan teknologi tepat guna.
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d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait
lainnya di bidang pemberdayaan sumber daya kampung dan
teknologi tepat guna.

€. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan
Kampung.

7. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan tugas teknis di bidang pengembangan usaha ekonom

masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, bantuan
pembangunan dan modal usaha masyarakat, dan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana pelaksanaan program, pengawasan dan
pengendalian di bidang usaha ekonomi masyarakat.

b. Mengumpulkan bahan dan pedoman petunjuk teknis, pembinaan dan
pengembangan usaha ckonomi masyarakat, pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat, bantuan pembangunan dan modal usaha
masyarakat,

c. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha ekonomi
masyarakat, bantuan pembangunan dan modal usaha masyarakat.

d. Melaksanakan monitoring/evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
program pengembagan usaha ekonomi masyarakat.

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung.
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8. Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim
Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim mempunyai tugas
melaksanakan tugas tekmis di bidang pemerintahan kampung dan mukim,
dan mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan pelaksanaan program pemerintahan kampung dan mukim.
b. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
pengembangan kegiatan pemerintahan kampung dan mukim.
¢. Penyusunan laporan dan evaluasi di bidang pemernintahan kampung
dan mukim.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait
lainnya di bidang pemerintahan kampung dan mukim.
2. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi (DPMKam)
1. Struktur Organisast
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari Kepala Dinas membawahi Bagian
Sekretariat terdiri dari 3 Sub-bagian dan 4 Bidang, 8 Sub-bidang, 30 Staf dan 16
orang tenaga Honener yang bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, dapat dirinci antara lain
sebagai berikut:
1. Sekretaris terdiri dari
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan; dan
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c. Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
membawahi;
a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
b. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Modal Usaha
Masyarakat.
3. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat membawahi;
a. Sub Bidang Penataan Kelembagaan dan Kekayaan Kampung;
b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Sosial
Budaya.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung dan
Pemanfaatan TTG membawabhi;
a. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung;
b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan TTG.
5. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim membawahi;
a. Sub Bidang pendapatan dan kekayaan kampung dan mukim
b. Sub Bidang tata pemerintahan kampung, perangkat dan administrasi
kampung dan mukim.
6. Pegawai Honorer, terdiri dari ;
a. Penjaga Kantor.
b. Cleaning Service.
¢. Tenaga Honorer pada Bagian Sekretaris.

d. Tenaga Honorer pada Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi
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Masyarakat.
€. Tenaga Honorer pada Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
f. Tenaga Honorer pada Bidang Pemberdayaan Sumber Daya
Kampung dan Pemanfaatan TTG.

g. Tenaga Honorer pada Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim.

h. ADC Kepala Badan.

i. Supir Kepala Badan.
2. Tugas, Fungsi DPMKam

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Acch
Tengah, sebagai salah satu SKPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh
Tengah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 68 Tahun 2017
tentang susunan organisas! dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Kabupaten Aceh Tengah, bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah adalah
melaksanakan tugas wumum pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan usaha ekonomi
masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan sumber daya
kampung serta pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berkedudukan sebagai

unsur pelaksana pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang kepala Dinas,
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris

Daerah.
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Sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tengah No.25 Tahun 2017 maka
rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
adalah ; melaksanakan kewenangan Umum dan Pembangunan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan Kampung.

a. Tugas dan Fungsi
Adapun tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung
mempunyai Fungsi sebagai berikut -
a. Penyusunan Program Tahunan.
b. Penyelenggaraan Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Lintas KabupaternvKota

c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksaanaan tugas
pemberdayaan masyarakat

d. Perumusan kebijakan teknis dalam teknis pemberdayaan masyarakat

e. Pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian
terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha ekonomi
masyarakat, penguat kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan sumber
daya kampung serta pemanfaaatan teknologi tepat guna

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Bupati dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK)

Struktur Organisasi DPMKam Kabupaten Aceh Tengah terlampir.
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Berdasrkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Aceh Tengah, maka dapat dirumuskan struktur organisast
terlampir.
2. Sumber Daya SKPK
1. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Aceh Tengah (DPMPK)
Jumlah pegawai (PNS) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan tahun 2018 sebanyak 32 orang, Formasi
pegawai berdasar jenjang pendidikan sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1, Formasi Pegawai DPMK berdasarkan Jemang Pendidikan

Jenjang Pendidikan (Orang)

N
N Uraian D S S J
o 82 S1 3 M M M
' A | L
1 Golongan IV 2 2 4
2 Golongan 111 2 14 1 4 21
3 Golongan 11 6
4 Golongan 1 1 1
5 Pegawat 19 9
Honorer
Jumiah 4 16 1 10 20 41

Sumber Data: DPMKam Aceh Tengah 2018

Data di atas menunjukkan bahwa SDM dengan jenjang pendidikan $1/82
berjumliah 20 orang, pegawai tenaga D3 jumlahnya 2 orang, pegawai tenaga SMA
berjumlah 9 orang dan pegawai tenaga SLTP 1 Orang, jumlah pegawai seluruhnya
32 orang ditambah dengan pegawai honorer 19 orang.

Formasi dan Pengisian Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 Sesuai dengan
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 68 Tahun 2017 tentang susunan organisasi
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dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh

Tengah.
Tabel 4.2: Formasi dan Pengisian Jabatan Struktural
Eselon Eselon Eselon Non
No n M v Eselon/Staf Tumiah
1 1 4 11 16 32
Jumiah 32

Sumber data: DPMKam 2018

Semua Jabalan eselon IV yang sudah terisi, jabatan yang menduduki

jabalan tersebut ada yang sudah memasuki masa pensiun keterangan sebagai

berikut:

1) Kurangnya staf setiap bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung

2) Ada Jabatan eselon IV pegawai yang menjelang pensiun ditempatkan pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,
Belum adanya pegawai yang memegang jabatan-jabatan, kurangnya staf dan
adanya pegawai vang menjelang pensiun di atas dapat mempengaruhi kinepa
SKPK secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu dekat akan terisi dan
penyegaran pegawal yang sesuai dan kompeten,

3. Strategi Dan Arah Kebijakan DPMK Kabuapen Aceh Tengah

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah
merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi,

yang meliputi penctapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan
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sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini ditetapkan
dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam
melaksanakann tujuan organisasi,

Perumusan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten
Aceh Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan
dengan mengacu kepada penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah adalah tercapainya Pembangunan
Kampung yang mandiri berbasis teknologi tahun 2017-2022. Maka selanjutnya
disusun Strategi dan arah kebijakan sebagai pendukung Pembangunan Kampung
yang mandin berbasis teknologi sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan,
2017-2022

MISI TUJUAN ' SASARAN STRATEGI

Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri.

Peningkatan

. kapasitas
Meningkatkan . :
kualitas Men_mgkatkan dan sistem

layanan dan manjemen manajemen
31, P° 31.1. pelayanan 31.1.1. pemerintaha
pemberdayaan :
pemerintahan n kampung
masyarakat berbasi
kampung kampung erbasis
teknologi
informasi
Meqll}gkqtkan Peningkatan
partisipasi Kapasi
Kat pasitas
312 Masyar 3.12.1. kader
dalam
pembanguna
pembangunan
n kampung
kampung
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MISI  TUJUAN  SASARAN STRATEGI
Meningkatnya
3113 produk
Ao, unggulan
kampung

Sumber: DPMKam Tahun 2017
Untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas, maka untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.4: Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1. Peningkatan Petayanan Kualias aparatur dalam Meningkalkan peran kelembagaan

Adminisirasi Perkantoran pelayanan dan pemberdayasn masyarakat dan manjemen pemerintahan
masyarakat kampong kampung
2. Peringkatan Pengembangan 0 . .- . .
. jermen pelayanan Sistern manajemen pemenniahan kampung
Lembaga Ekonomi Pedesaan pemerinlahnn kampong, berbasis teknologi inlormasi
3. 1. Peningkalan Kapasilas

Peran dan partisipasi masyarakat

Aparatur Pemerintah Desa dalam pembangunan kampung

Kader pembangunan kamming

4, 2. Peningkatan Keberdayaan  pProduk-produk unggulan va .
Masyarakat Perdesaan ada di k nl:n pomg gguian yang Potensi unggulan kampung
3. Peningkalan Pariistpasi
Masyarakat dalam
Membangun Desa
4 Pemngkntan  Samne  dan
Prasarena Aparatur

5. Peningkaian Penataan Dacrah
(Otonemi Baru

6. Peningkatan Pengembangan

Wilayzh Perbatasan
7. Peningkatan dan
Pengembangen  Pengelolann
Keuangan Daerah.
Tabel 4.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
No Program Indikator Standar Target Tehun Ke Jumlah
Kinena
2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi
Akhir
1 Peayanm Terperubinya 191194077
Adrministrasi Administrasi 313171000 344488100 378936910 416830601 458513661 2
Pedkantoran Pekantoran
Teddaksaranya
leboga comami | S 70000000 77000000 8400000 93170000 102487000 427357000
f pedesaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4347198

dan Prasarana
ApErany

Penataan Daersh
Oronomi Baru

Pengembangan
Wiayzh
Perbalazan

Peningkatan dan
I"engembangan
Pengelolaan
Keuaogan Duerah

Terlaksanamya
Kegiatan
Kapasitas
Aparahur
Pemerintah Desa
Terlaksananya
Peningkalan
Keberdavaan
Masyarakat
Terlaksananya
peningkaan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Terpenuhinyz
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Kantor
Terlaksananya
Proses perubahan
Status Adm
Pemenntahan

Kampung
Terpenubhinya
Balas Wilayah
Kampung
‘Terbinanya
Pengelolaan
Kcuangan
Kampung Melalin
Sistemn SIMDA,
DESA

£74.000.000

493.000.000

647,000,000

147.000.000

S0.000.000

1.30.000.000

150.000.000

96 1.400.000

542.300.000

FLLO0000

161.700.000

55,000,000

165.000.000

165.000.000

1.057.540.00
0

596.530.000

182870000

1T7.ER.000

60.500.000

181.500.000

131.500.000

1.163.294.00
g

656.1%83.000

861157000

195.657.000

66.550.000

1939.650.000

199650008

Sumber Data: diolah oleh peneliti dari Renstra DPMKam Tahuon 2013

4. Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa

127962340
4

711801300

Y7220

215.222.7(0)

73205000

219.615.000

215,615,000

533585740
0

1009.814.30
H

394999550
0

B97.449.7X00

303.255.000

915765000

A15.763.000

- Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Reje dalam penyelenggaraan

Pemkam

- Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Banta dalam penyelenggaraan Adm

Kampung

- Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas RGM dalam Penyusunan Produk

Hukum Kampung

- Kegtatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petue dalam Penyelesaian Konflik

Kampung

- Kegiatan Pelatthan Peningkatan Kapasitas Bendahara Kampung dalam

Penatausahaan Keuangan kampong
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- Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mukim dalam penyelenggaraan
Pemkemukiman

- Kegiatan Penyusunan Produk Hukum terkait Pemkam/mukim

- Kegiatan Lomba Kampung Tingkat Kabupaten

- Kepiatan Pembinaan Kampung teladan

- Kegiatan Fasilitasi pembangunan kantor reje

- Kegiatan Fastlitasi pembangunan kantor mukim

- Kegiatan Penyediaan Peraturan Perundang-undangan

- Kegiatan Rasionalisasi jumlah Kemukiman/Pembentukakan Kemukiman
- Kegiatan Pembentukan Sekretariat Kemukiman

- Kegiatan Pembentukan Sekretariat Kemukiman

- Kegiatan Pembinaan Pelaporan

- Kegiatan Pembuatan Pembinaan APBKampung

- Kegiatan Pembinanan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

- Kegiatan Penyediaan sistem profil dan pemutakhiran data profil kampung
a. Program Penataan daerah Otonomi Baru

- Kepiatan Peningkatan status kampung persiapan
b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

- Kegiatan Penegasan Tapal Batas Antar Kampung
¢. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan Pembinaan Pelaporan

- Kegiatan Pembuatan Pembinaan APBKampung

- Kegilatan Pembinanan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
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d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangunan Desa

- Kegiatan Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga ditingkat
Kampung dan Kecamatan dan kabupaten

- Kepgiatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) dan Hari
kesatuan Gerak PKK (HKG)

- Kegiatan Penataan Kelembagaan kampong

- Kegatan Pelatihan Kelembagaan Kampung

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat (Sarakopat)

- Kegiatan Peningkatan Partisipati Masyarakat dalam penyusunan Rencana
Pembangunan kampong

- Kegiatan Pelatihan Pengurus TP-PKK Kampung dan Kecamatan

- Kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuvangan

Arah Kebijakan dari program tersebut adalah peningkatan pelayanan
dan Kualitas pengelolaan keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan
Peraturan yang berlaku. Adapun capaian Program tersebut dilaksanakan
melalui kegiatan sebagai benkut:
1. Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca, LRA, LAK dan
CLAK
2. Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Semester (Neraca, LRA,

LAK dan CLAK)
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3. Penyusunan Lakip SKPD. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diharapkan dapat
meningkatkan Kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan
pemberdayaan, pengembangan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

f.  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pembangunan
kawasan perdesaan;
- Kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa;
g. Program Pengembangan Data/Informasi
- Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi;
- Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan;
- Kegiatan penyusunan profile daerah;
h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Kegiatan Bantuan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (BEMK),
- Kegiatan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM);
- Kegiatan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPMY);

- Kegiatan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat—

Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMPY);

Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
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1. Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa

t. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Kegiatan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di
pedesaan;
Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa;

2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Kegiatan pembangunan pasar perdesaan;

3. Gambaran Umum Tentang Pengelolaan Kenangan Desa
1) Pengelolaan Kenangan Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan,
belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa. Setelah  dilakukan musyawarah, dan hasil
musyawarahpun diperoleh, maka kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa, Belaja desa dipriontaskan
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah
desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala desa menguasakan sebagian
kekuasaannya Kkepada perangkat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43471 Peg

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun
tahapan pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan, serta tahapan-tahapan tersebut mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan
keadilan sosial.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas,
program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, swadaya masyarakat desa dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten/ Kota. Adapun prioritas, program,
kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa, dirumuskan berdasarkan penilaian
terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi ;

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan dasar;

b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan tekhnis dan sumber daya lokal yang tersedia;

¢. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif,

d. Pengembangan dan pemanfaatan tekhnologt tepat guna untuk kemajuan
ckonomi,

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah
desa, dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong

royong, dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa
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Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai tencana dan
pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa juga berhak melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa
melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa kepada Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa.
Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana
pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja Pemerintah Desa, dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan
informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa.
Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi
laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Adapun mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa, dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota atau mendelegasikan pembinaan dan pengawasan tersebut
kepada perangkat daerah. Adapun pemberdayaan masyarakat desa oleh
Pemerintah, dilakukan dengan cara :

a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi,
tekhnologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan
pertanian masyarakat desa;

b. Memngkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;

¢. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan yang sudah ada di

masyarakat desa.
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Adapun upaya-upaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa

dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan oieh Pemerintah, meliputi :

a.

Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan desa

Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah darrah Kabupaten/ Kota
Membenkan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga
masyarakat desa

Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa

Membenkan bimbingan, supervise dan konsultasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan

Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa, dan
lembaga Kemasyarakatan Desa

Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa

Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Melakukan penclitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa di desa

tertentu
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k. Mendorong percepatan pembngunan pedesaan
. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan
masyarakat hukum adat sebagai desa
m. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk tekhnis bagi BUM desa dan lembaga
kerjasama desa.
2)  Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Aceh Tengah
Di Kabupaten Aceh Tengah, regulasi yang mengatur tentang pengelolaan
keuangan kampung, tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah nomor 16
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Aceh
Tengah. Di Kabupaten Aceh Tengah, Kepala desa yang selanjutnya disebut
“Reje”, adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung Reje
sebagal pemegang keckuasaan pengelolaan keuangan kampung mempunyai
kewenangan :
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
b. Menetapkan pelaksana tekhnis pengelolaan keuangan kampung (PTPKK)
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung;
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBKampung; dan
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBKampung.
Adapun APBKampung terdiri atas :
a. Pendapatan kampung;

b. Belanja kampung;
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¢. Pembiayaan kampung

Adapun pendapatan kampung adalah meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perfu dibayar kembali oleh kampung. Kemudian belanja
kampung, adalah merupakan semua pengeluaran dari rekening kampung yang
merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung. Belanja kampung tersebut
meliputi

a. Penyelenggaraan pemenntahan kampung;

b. Pelaksanaan pembangunan kampung;

¢. Pembinaan kemasyarakatan kampung;

d. Pemberdayaan masyarakat kampung; dan

e. Belanja tak terduga,

Adapun klasifikasi belanja kampung, dikelompokkan dalam kegiatan
belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.
a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Kampung

Sekretaris desa, atau selanjutnya disebut dengan “Banta”, menyusun
rancangan Qanun kampung tentang APBKampung. Kemudian Banta
menyampaikan rancangan Qanun tentang APBKampung tersebut kepada Reje,
untuk disampaikan Reje kepada Rayat Genap Mupakat (RGM) untuk dibahas dan
disepakati bersama. Adapun batas waktu rancangan Qanun tersebut disepakati

bersama antara Reje dan RGM paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.
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Rancangan Qanun yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Reje
kepada Bupati melalut Camat paling lambat 3(tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBKampung paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditenmanya rancangan Qanun kampung
tentang APBKampung. Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan
Qanun kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepenfingan umum
atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Reje wajib melakukan
penyempurnaan paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Reje, dan Reje
tetap menetapkan rancangan Qanun kampung menjadi Qanun kampung, maka
Bupati dapat membatalkan Qanun kampung tersebut yang mana pembatalan
tersebut dituang dalam suatu Keputusan Bupati. Dalam hal evaluasi rancangan
(Qanun kampung, Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Kenangan Kampung

Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan
kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung. Semua
penerimaan dan pengeluaran kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah. Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan
kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan kampung. Pengeluaran
kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi

peraturan kampung,.
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B. Hasil Penelitian

Secara umum, pengelolaan keuangan kampung di Kabupaten Aceh Tengah
telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian masih kerap terjadi
permasalahan-permasatahan dalam pengelolaan keuangan kampung, yang dapat
menghambat pencairan dana desa tahap selanjutnya, sehingga dapat menghambat
proses pembangunan kampung. Secara umum permasalahan yang muncul di
sebabkan oleh permasalahan yang sama, yaitu kurangnya SDM aparatur Kampung,
dan regulasi yang kerap berubah ubah.

1. Upaya DPMKam dalam pembinaan Pengelolaan Keuangan

Didalam pembinaan pengelolaan keuangan Kampung mempunyai beberapa
tahapan berdasarkan regulasi peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015
terdii  dari, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
pertanggunjawaban dan pembinaan berdasarkan teori sebelumnya diatas terdiri dan
Bimbingan, pelatihan/pendidikan, konsultasi, pemberian pedoman, dan Instruksi.
Upaya yang dilakukan oleh DPMKam dalam membina pengelolaan keuangan
kampung di Aceh Tengah sebagai berikut:

a Perencanaan pengelolaan keuangan kampung

Didalam perencanaan pengelolaan keuangan DPMKam sudah
melakukan bimbingan terhadap pemerintah kampung sesuai dengan peraturan
dan tugas pokok dan fungsi yang ada seperti yang di ungkapan oleh Bapak
Salman Nuri sebagai Kabid Pemerintahan Kampung sebagai berikut;

“Kami DPMKam sudah memfasilitasi penyusunan produk hukum
terkaitan pengelolaan keuangan kampung, juga memberikan
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pemahaman tentang pedoman bagi aparatur pemerintahan kampung
dalam administrasi keuangan yakni RPJM kampung, RKP kampung
dan APBKAM”(wawancara pada tanggal 21 April 2018)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa, DPMKam berupaya
memberikan bimbingan berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan
kampung untuk menghasilkan pemahaman perencanaan yang matang
dilakukan aparatur kampung dalam pemanfaatan keuangan untuk perencanaan
pembangunan kampung berdasarkan regulasi yang yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah pada khususnya dan pada umumnya pemerintah pusat.
Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Syuryati Kabid PPM
mengatakan sebagai benkut;

“Kami sebagai DPMKam menyiapkan beberapa hal untuk
memberikan pemahaman terhadap apatur kampung seperti,
menyiapkan RKA, untuk dijadikan sebagai DPA, kami juga
menentukan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam pegelolaan
keuangan kampung dan melakukan pembinaan khusus dengan
terhadap aparatur kampung di Aceh tengah”(wawancara, 21 Mei
2018)

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam perencanaan pengelolaan
keuangan kampung DPMKam sudah melakukan tugas dan fungsi
sebagaimana yang telah di tetapkan. Secara umum, perencanaan keuangan
adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun
waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan kampung
dilakukan setelah tersusunnya RPJM kampung dan RKP kampung yang
menjadi dasar untuk menyusun APBKampung yang merupakan hasil dari

perencanaan keuangan kampung.
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Pembinaan RKPKampung mulai disusun oleh Pemerintah Kampung
pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan paling akhir bulan september
tahun berjalan. Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan
Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKPKampung tahun
berkenaan. Sckretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan
Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung. Rancangan
peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan oleh Kepala
Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan
disepakati bersama. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung
discpakati bersama paling lambat bulan QOktober tahun berjalan. Hal yang
sama seperti yang di ungkapkan oleh Hajah Radiah Kasubbag Perencanaan
dan keuangan berkaitang dengan pelatihan yang diberikan kepada aparatur
kampung, mengatakan :

“Kami sebagai DPMKam menginventalisir kampung yang
merencanakan pengelolaan kuangan kampung dengan baik dan
membenkan pelatthan sistem keuangan desa bagi bendahara
kampung, penyusunan RPJMKam bagi banta. Juga kami melakukan
pemctaan kemampuan aparatur dalam perencanaan pelaksanaan
pengelolaan keuangan kampung’(wawancara pada tanggal 22 Mei
2018).

Pernyataan diatas sama dengan seperti yang di ungkapkan olch
Kasmawati Kasi Penataan kelembagaan berkaitan dengan keterbukaan
DPMKam membuka ruang kepada aparatur kampung dalam berkonsultasi

terhadap permasalahan dan hambatan yang di hadapi aparatur kampung,

mengatakan;
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“Melaksanakan konsultasi dengan DPMG Aceh, membudayakan
dan membentuk satuan kerja dalam berkonsultasi dengan aparatur
kampung berkaitan dengan pengelolaan keuangan
Kampung” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan uraian diatas, DPMKam sudah melakukan upaya dalam
membina pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah dalam tahapan
perencanaan berdasarkan pedoman peraturan pemernntah kabupaten Aceh
Tengah Nemor 16 Tahun 2015, perencanaan pada hakekatnya merupakan
proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa
yang akan bagaimana melakukanya, siapa pelaksananya, dan kapan kegitan
terscbut harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam perencanaan
pengelolaan kevangan Desa,

b Pelaksanaan Pengelolaan Kenangan Kampung

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan kampung merupakan
implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung.
Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang
dan jasa serta proses pembayaran. Implementasi Pelaksanaan pengelolaan
keuangan dibutuhkan bimbingan kepada aparatur kampung, mengingat tingkat
pendidikan aparatur kampung di Aceh Tengah masih rendah dan mengingat
kerap kali tejadi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
kampung sebagaimana yang di ungkapkan oleh Hajah Radiah kasubbag
Perencanaan dan keuangan mengatakan:

“Kita DPMK melakukan penginventalisir terhadap pelaksanaan
pengeloaan keuangan berupa laporan semester dan laporan setiap

tahapan yang dilaksanakan oleh kampung itn sendin, dan
melaksanaan pembinaan, pemantauan pengunaan pelaksanaan
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pengelolaan keuangan di setiap kampungnya”(wawancara pada
tanggal 25 Mei 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas, Bimbingan dalam pelaksanaan
pengelolaan telah dilakukan oleh DPMKam, tetapi masih banyaknya apatur
kampung kurang memahami teknis dilapangan berkaitan dengan pelaksanaan
pengelolaan keuangan kampung DPMKam senantiasa seharusnya melakukan
upaya-upaya untuk meningkatkah pemahaman berkaitan pelaksanaan
dilapangan. Seperti yang di ungkapkan syuryati Kabid PPM berkaitan dengan
pemberian pelatihan dan konsultasi apatur kampung dalam pelaksanaan
pengelolaan kampung, mengatakan:

“Kami DPMKam menjadi nara sumber dalam kegiatan pelaksanaan
di kampung, dan memberikan mateni atau pun bahan kepada
aparatur kampung dengan produk hukum teraktual terkait dengan
pelaksanaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa
dikampung”, (wawancara pada tanggal 25 Mej 2018)

Pernyataan diatas, sama halnya seperti yang di ungkapkan oleh Fajar
Helmi Kasi Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat mengatakan:

“Kita melakukan kunjungan kelapangan terkait pengadaan barang
dan jasa di kampung, tentu juga DPMKam menyarankan kepada
aparatur kampung berkonsultasi dengan DPMKam. Kita membuka
peluang kepada kampung untuk selalu berkonsultasi dengan kita,
juga kita selalu mengintruksikannya kepada Aparatur kampung itu
sendii. DPMKam juga melakukan sosialisasi pelatihan dan
pembimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan”, (wawancara
pada tanggal 25 Mei 2018)

Berdasarkan dani beberapa pernyataan diatas bahwa, konsep yang
ditawarkan oleh DPMKam beragam berkaitan dengan pembenian pemahaman

kepada apamatur kampung tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan.
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DPMKam sudab melakukan sebuah upaya untuk menciptakan pelaksanaan
pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sesuai dengan yang diamatkan oleh
peraturan yang ada.
¢ Penatausahaan Pengelolaan keuangan Kampung
Penatausahaan adalab proses pencatatan seluruh transaksi keuangan

yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan
keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan
APBKampung. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat
digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan kevangan itu sendiri.
Upaya yang dilakukan DPMK dalam membina keuangan kampug sudah
dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan pemyataan Hajah Radiah
Kabid Perencanaan keuangan berkaitan dengan pembimbingan aparatur
kampung dalam penatausahaan mengatakan:

“DPMKam senantiasa memberikan bimbingan berupa pembuatan

petunjuk teknis kepada aparatur kampung di seluruh Aceh Tengah.

Mengingat kualitas aparatur kampung di Aceh Tengah masih di

bawah rata-rata, Juga kita memberikan pemahaman tentang

peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan Kampung”

(wawancara pada tanggal 26 Mei 2018)

Pernyataan diatas, sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Abdi

Indra Kabid Kelembagaan dan partisipasi masyarakat berkaitan dengan
pelatihan penetausahaan yang dilakukan DPMKam terhadap aparatur
kampung, mengatakan:

“Kita menerbitkan sebuah pedoman atau pun aturan yang

memidahkan mercka berupa tata cata teknis, memberikan

pemahaman tentang juklak dan jukdis dalam penatausahaan
tersebut. Dengan adanya pedoman tersebut melalui dokumen yang
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ada kita berikan kepad mereka, supaya mereka tidak mengalami
hambatan nantinya”(wawancara pada tanggal 26 Mei 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa kegiatan yang mendorong
DMPK melakukan sebuah pelatihan, pembinaan dan instruksi sudah
dilaksanakan oleh dinas tersebut. Tentu sifatnya harus kontinuitas supaya
tidak terjadinya sebuaha hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan.
Penatausahaan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur
dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar,
serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang
sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Seperti
yang diungkapan oleh Ade Kumiawan Kasi Perencanaan dan pembinaan
masyarakat kampung, berkaitan dengan hambatan yang terjadi di lapangan
tentang penatausahaan pengelolaan keuangan kampung, mengatakan:

“Hambatan yang terjadi dalam penatausahan itu sendiri, lebih
kepada Sumberdaya manusianya, yang kita ketahui tingkat
pendidikan  masih rendah tentunya mengakibatkan bendahara
kampung tidak melakukannya dengan baik dalam hal
penatausahaan tersebut, bahkan masih kurangnya tindakan pelatihan
dan kurang memahami penatausahaan tersebut”’(wawancara pada
tanggal 26 Mei 2018)

Pernyataan diatas, setelah dilakukan pembinaan melalui aspek
bimbingan, pelatihan, pendidikan dan instruksi sudah dilakukan oleh
DPMKam. Tolak ukur dari pencapaian tersebut tentunya tidak terjadi lagi
hambatan-hambatan di lapangan, ini menjadi perhatian serius kedepannya

oleh DPMKam dalam penatausahaan dalam pengelolaan keuangan kampung

di Aceh Tengah,
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d Pelaporan Pengelblaan Keunangan
Pengelolaan APBKam  dituangkan dalam bentuk laporan
pertanggungjawaban yang disusun oleh Reje Kampung dan dibantu oleh Banta
Kampung ite sendiri. Pertanggungjawaban keuanpgan APBKam terintegrasi
dengan dengan pertanggungjawaban APBKam. Pertanggungjawaban
pelaksanaan program APBKam kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan
melalui  sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan
pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan Azas
transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan APBKam yang dapat diketahui
~
oleh masyarakat secara umum. Laporan Pertanggungjawaban di perlukan
pembinaaan dari berbagai aspek bimbingan, pelatihan, pembelajaran dan
instruksi dalam meningkatkan kualitas pelaporan pengelolaan keuangan
Kampung. Seperti yang diungkapkan oleh Zakiah Agussalim sebapai Kasi
Pelaporan dan pertanggungjawban mengatakan, bahwa.
“Upaya yang dilakukan oleh DMPKam yaitu melaksanakan bimtek
terhadap aparatur kampung, juga melaksanakan pelatihan
pengelolaan keuangan kampung melalui pemberian pemahaman
SESKUEDES dan berkonsultasi dengan SKPK terkait dalam
pelaksanaan pembinaan bimbingan, pelatihan, pembelajaran dan
pemberian pedoman pengelolaan keuangan kampung di Aceh
Tengah”, (wawancara pada tanggal 26 Mei 2018).
Dari pemyataan diatas bahwa, DMPKam sudah melakukan
pemebelajaran, pelatihan dalam pelaporan yang dilakukan oleh aparatur

kampung di setiap semester maupun ditahapan akhir tahunnya.

e Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan
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Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat
sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu
perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua sfakeholders
pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive,
transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pertanggungjawaban schingga hasil dari tingkat partisipasi

tersebut cukup membanggakan.

Pemerintahan Kampung dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat
berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara
periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan kampung melakukan
musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBKam yang dipimpin
oleh Reje Kampung. Untuk menciptakan pertanggungjawaban yang baik
diperlukan sebuah bimbingan, pelatihan dan pembejalaran supaya aparatur
kampung tidak mendapatkan hambatan-hambatan nantinnya, upaya inilah
yang dilakuka oleh DPMKam Aceh Tengah untuk meminamilisir terjadi
pertanggungjawaban yang kurang baik, yang akan berdampak kepada
pengunaan anggaran yang carut marut seperti yang dikungkapkan oleh
Zakiah Agussalim Kasi Pelaporan dan pertanggungjawaban mengatakan,
bahwa:

“Dalam upaya membimbing aparatur kampung, kita selalu
memfasilitasi mereka dengan panduan, pedoman dan produk hukum
yang ada, juga mengupayakan pemberian pelatihan dengan
menyediakan anggaran terhadap bimtek pertanggungjawaban
tescbutt Dan  membenkan  tatacara = pembuatan  LPJ
kampung” (wawancara pada tanggal 26 Mei 2018).

Dari pemyataan diatas, pembinaan pengelolaan keuangan dari aspek

pertanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh DPMKam, kendati dilapangan
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masth terjadi pertanggungjawaban yang kurang dipahami oleh aparatur
Kampung. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus
dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu puna mencapai kesempurnaan dalam
pembinaan program pengelolaan keuangan Kampung dan belanja Kampung
pada tahun 2017 hasil wawancara di atas dapat dirangkum bahwa
berdasarkan pada prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuat
dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan
penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan
kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang berkaitan dengan pengelola APBKam yang melaksanakan pengelolaan
keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal,
antara lain:

1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dan pemernntah kecamatan,
pemerintah kabupaten @~ dan DMPKam terhadap pengelola
APBKam ditingkat Kampung.

2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat
pemerintah Kampung yang merupakan ujung tombak pelaksanaan
APBKam.

2. Upaya Pembinaan Pengelolaan Kampung
a. Upaya Mengatasi Permasalahan
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentu
diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun
tangkah-langkah yang di amtil seperti dijelaskan oleh kepala DPMK sebagai

berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43471.p419

“langkah pihak kami untuk membina pengelolaan dengan
mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas, monitoring langsung
kelapangan dan  melakukan  koordinasi dengan  pihak
kecamatan”.....(wawancara tanggal 19 Maret 2018).

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bersama pihak
terkait lainnya, yaitu pihak kecamatan dan pendamping desa kerap melakukan
pembinaan dengan turun langsung ke kampung-kampung. Selain mengadakan
pelatihan-pelatihan, melakukan pembinaan secara langsung dirasa cukup
bermanfaat. Untuk langkah-langkah di kecamatan Lut Tawar, camat Lut Tawar
menjelaskan sebagai berikut :

“setiap bulan kita melakukan rapat evaluasi, mengoptimalkan peran
pendamping desa, melakukan monitoning, dan saya akan berusaha
untuk bisa ikut menjadi narasumber pada setiap pelaksanaan
kegiatan pembinaan™... (wawancara tanggal 21 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Sekcam Bebesen, dengan penjelasan
sebagai benkut :

“langkah-langkah yang ditempuh pertama sekali dengan pelatihan
aparatur kampung, pembinaan langsung ke kampung-kampung,
terutama yang masih rendah pemahamannya dan kita mengadakan
rapat evaluasi tiap bulannya di kantor ini”...._(wawancara tanggal
26 Maret 2018).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa umumnya langkah yang di ambil adalah dengan
melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM, melakukan
pembinaan langsung ke kampung-kampung, diutamakan kampung yang masih
rendah tahap pemahamannya terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan
keuangan kampung, dan baik pihak DPMK maupun pihak kecamatan akan

melakukan evaluasi setiap bulannya. Dalam rangka peningkatan SDM, maka
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pelaksanaan kegiatan pelatthan harus sering dilakukan. Pemerintah
menghimbau kepada pthak aparatur kampung agar Pelatihan tidak hanya
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, namun pihak kampung juga dapat
melaksanakan kegiatan tersebut, dengan mengundang pihak-pihak ahli sebagai
narasumbemya.
b. Kendala Dalam Membina Pengelolaan Keuangan Kampung
Sebagaimana yang diketahui bahwa fungsi dan DPMK dan pihak
kecamatan adalah membina pengelolaan keunangan kampung. Dalam prosesnya,
pembinaan yang dilakukan tentu mendapat kendala-kendala yang dihadapi.
Kepala DPMK menjelaskan sebagai berikut :
“kami  mengakut untuk pembinaan dilapangan, kami masih
kekurangan personil pada dinas i, sedangkan wilayah binaan
sangat [nas, ditambah lagi aparatur kampung yang kurang antusias
dalam mengikutt pelatihan”.....(wawancara tanggal 19 Maret 2018).
Dengan personil yang terbatas, dan wilayah binaan yang sangat luas,
maka dalam melakukan pembinaan, pihak DPMK wajib untuk melakukan
koordinasi sesering mungkin dengan pihak kecamatan. Kemudian Pelatihan
dalam rangka peningkatan kualitas SDM adalah hal yang wajib dilakukan bagi
setiap aparatur kampung. Namun di Kabupaten Aceh Tengah, apabila diadakan
pelatihan-pelatihan, maka pihak aparatur kampung kurang antusias dalam
mengikutinya. Hal i1mi ditandai dengan banyak Reje kampung yang

mengirimkan perwakilan dalam setiap pelatthan.
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Pada kesempatan yang lain, hasil wawancara dengan informan yaitu
camat Lut tawar, diperoleh informasi tambahan mengenai kendala vyang
dihadapi. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“terkadang yang membuat pusing adalah masih tingginya ego
sektoral dan disharmoni antar penyelengpara kampung, terutama
Reje dan RGM”.... (wawancara tanggal 21 Maret 2018).

D1 lain kesempatan,kendala yang dihadapi pihak kecamatan
disampaikan oleh sekcam Bebesen, dengan penjelasan sebagai berikut :

“Reje dan aparatur kampung tidak disiplin dan kurang antusias
dalam menerima bimbingan dari kecamatan sehingpa sering terjadi
keterlambatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta
proses laporan pertanggung jawaban”.....(wawancara tanggal 26
Maret 2018)

Ego sektoral yang dimaksud adalah, masyarakat lebih mengutamakan
kepentingan-kepentingan orang perorang atau kelompok. Misalnya kepentingan
suatu dusun harus lebih di akomoodir dari kepentingan dusun lainnya, atau
kepentingan segelintir orang, tanpa mempertimbangkan tingkat prioritasnya.
Kemudian lebih buruk lagi adalah kurang harmonisnya hubungan antar Reje
dan RGM. Proses pengelolaan keuangan akan terhambat akibat adanya konflik
antar Reje dan RGM. Disamping itu, aparatur kampung juga kerap kurang
mengindahkan bimbingan yang diberikan oleh pihak kecamatan, sehingga
proses pengelolaan kenangan di kampung, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban menjadi terhambat. Maka
dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil
aparatur pada DPMK, adanya ego sektoral dan aparatur kampung,

¢. Pengoptimalan Peran Pendamping Desa
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Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi, peneliti juga
menjadikan Kepala bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
DPMK sebagai informan. Adapun penjelasan informan tersebut sebagai
berikut, bahwa:

“untuk kesuksesan pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung,
pendamping desa sangat berperan karena mempunyai tugas pokok
dan fungsi yang sangat vital, saya bisa bantu jelaskan
tupoksinya”....(wawancara tanggal 29 Maret 2018).

Pendamping mempunyai peranan yang sangat vital dalam pembinaan
pengelolaan keuangan kampung. Namun pendamping kerap merasa kesulitan
dilapangan karena kurang mampu berkomunikasi yang baik dengan pihak
aparatur kampung, sedangkan terjalinnya komunikasi yang baik sangat
diperlukan dalam sebuah proses pembinaan. Terbatasnya jumiah pendamping
desa juga menjadi masalah tersendiri, yang mana tiap pendamping yang
membawahi antara 3 sampai 4 kampung menyebabkan pendampingan menjadi
kurang optimal. Oleh karena itu pengoptimalan peran pendamping menjadi hal
yang perlu untuk dibenahi.

Dari penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai tenaga ahli
pendamping desa, diketahui bahwa tenaga ahli pendamping desa memiliki
peran yang sangat vital dalam keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan
kampung.

3. Proses Implementasi Pembinaan pengelolaan kevangan
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kampung adalah sebagai berikut :
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“upaya kita untuk membina pengelolaan keuangan di tingkat kampung
terutama sekali dengan menerbitkan regulasi terkait pengelolaan
anggaran kampung, dan menyelenggarakan peningkatan kapasitas
aparatur kampung, dan berkoordinasi dengan pihak
Kecamatan”...... {wawancara tanggal 19 Maret 2018).

Untuk menggali lebth dalam lagi, dan juga untuk memperoleh gambaran yang
lebih detail lagi terhadap pelaksanaan pengelolaan kampung di Kabupaten Aceh
Tengah, penulis juga meilakukan penelitian di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan
Bebesen. Kedua Kecamatan tersebut dipilih karena merupakan kecamatan yang
berada pada Pusat Kota Takengon dan kondisi di dua kecamatan tersebut di anggap
cukup memberi gambaran terhadap keadaan kondisi wilayah kecamatan seluruhnya..
Adapun Hasil wawancara dengan Camat Lut Tawar mengenai implementasi
pengelolaan keuangan kampung adalah sebagai berikut :

“ Kecamatan juga berperan untuk memberikan pembinaan, dan
pembinaan di kampung-kampung akan di evaluasi tiap bulannya, dan
senantiasa pihak kecamatan berkoordinasi dengan Dinas pemberdayaan
masyarakat dan kampung”... ... (wawancara tanggal 21 Maret 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi yang
mengatur pengelolaan keuangan kampung telah diterbitkan, dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah melalum Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung,
serta pihak kecamatan.

a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Kampung

Berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan kampung, ditemukan

kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan kampung. Hal ini sesuai dengan

pemyataan Kepala DPMK, sebagai berikut :

“dalam proses implementasi pengelolaan keuangan kampung, secara
umum permasalahan yang muncul adalah pelaksanaan dan
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pertanggung jawaban keuangan kampung tidak sesuai dengan
perencanaan’. .. ... (wawancara tanggal 19 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh kepala bidang pemerintahan kampung dan
mukim, yang menjelaskan hal sebagai berikut :

“kurangnya  pemahaman  aparatur kampung  menyebabkan
pertanggungjaawaban pengelolaan keuangan kampung menjadi tidak
berkualitas, dan tidak tertib disiplin anggaran”... .. {wawancara
tanggal 19 Maret 2018).

Demikian juga pemyataan yang di berikan oleh camat Lut Tawar ;

“secara umum permasalahan yang muncul adalah kesalahan
administrasi dalam pengelolaan keuangan kampung”....(wawancara
tanggal 21 Maret 2018).

Sedangkan sekretaris camat Bebesen juga memberikan pemyataan yang

senada, dengan hasil wawancara sebagai berikut
“permasalahan yang paling mendasar dalam pengelolaan keuangan
kampung adaiah seringnya proses perencanaan dan pelaksanaan tidak
sesual dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang pengelolaan
keuangan kampung”.....(wawancara tanggal 26 Maret 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang
paling mendasar yang muncul dalam pengelolaan keuangan kampung adalah pada
tahap perencanaan, pelaksanan dan pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan
regulasi yang ada. Kesalahan pengelolaan keuangan ini dapat berdampak negative
terhadap proses pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan suatu kampung,
Akibat kesalahan tersebut, suatu kampung mengalami keterlambatan dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan, yang bisa menyebabkan kampung tersebut tdak

mendapatkan kucuran dana untuk periode salanjutnya.

b. Sebab-Sebab Permasalahan Pengelolaan Keuangan Kampung
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Hasil penehitian terhadap sebab-sebab permasalahan-permsalahan yang
mengakibatkan kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan kampung, juga
terdapat kesamaan permnyataan dan para informan, antara lain disampaikan oleh
Kepala DPMK sebagai berkut :

“kurangnya SDM di kampung, menyebabkan aparatur kampung
kesulitan dalam memahami regulasi-regulasi yang
ada™... .. (wawancara tanggal 19 Maret 2018).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan akan SDM, merupakan suatu
kewajiban. D1 Kabupaten Aceh Tengah, SDM aparatur kampung menjadi
permasalahan yang sangat mendasar. Aparatur kampung umumnya kurang
menguasal regulasi-regulasi yang ada, sehingga dalam pelaksanaan proses
pengelolaan keuangan kampung banyak terjadi mal administrasi.

Adapun pernyataan dari camat Lut Tawar adalah sebagai berikut :

“hampir semua kampung memiliki permasalahan yang sama, yaitu
kurangnya SDM, dan juga repulasi yang kerap berubah-
ubah”... ... {wawancara tanggal 21 Maret 2018).

Adapun regulasi yang dimaksud adalah berupa Peraturan Menteri Dalam
Negeri, Peraturan Menteri Desa, dan Peratuan Menteri Keuangan. Dengan
berubahnya regulasi tiap tahunnya, tentu berdampak pada pelaksanaan di tingkat
dacrah. Dengan demikian pemerintabh Daerah harus mensosialisasikan perubahan
tersebut, yang memerlukan waktu dan biaya. Tidak hanya itu saja, kendala yang
lainnya adalah bahwa aparatur pemerintahan kampung merasa sulit untuk

menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru. Maka dari hasil wawancara di

atas dapat disimpulkan bahwa penyebab yang paling mendasar dari kesalahan
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pengelolaan keuangan kampung adalah kurangnya SDM dan regulasi yang kerap
berubah-ubah.
¢. Permasalahan Yang Timbul Di Masyarakat
Akibat dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan kampung tentunya
menimbulkan  permasalahan-permasalahan  dalam  masyarakat. ~ Adapun
permasalahan-permasalahan yang kerap muncul menurut Kepala DPMK adalah
sebagai berikut
“masyarakat kerap memberikan laporan ketidak puasan kepada
pemerintah daerah karena pengelolaan di kampung kurang melibatkan
partisipasi masyarakat, dan kurang terbukanya aparatur kampung
dalam pelaksanan pengelolaan”.... (wawancara tanggal 19 Maret
2018),
Camat Lut Tawar saat diwawancara oleh peneliti juga memberikan
pernyataan sebagai berikut :
“yang sering dipermasalahkan masyarakat adalah ketidakpuasan
msyarakat atas kualitas pekerjaan, dan keinginan masyarakat tidak
terakomoodir dalam kegiatan kampung”...... (wawancara tanggal 21
Maret 2018).
Pada kesempatan lain, hasil wawancara peneliti dengan sekcam Bebesen
mengenai permasalahan yang muncul di masyarakat adalah sebagai benkut :
“permasalahan yang muncul pastinya ada, misalnya saja pengaduan
karena pengelolaan tidak transparan dan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan perencanaan”... ... (wawancara tanggal 26 Maret 2018).
Dar hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang sering
dipermasalahkan oleh masyarakat adalah kurangnya keterbukaan dalam pelaksanaan

pengelolaan, kurang terakomoodirnya keinginan masyarakat, dan juga kurang

berkualitasnya hasil dan pekerjaan.
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C. Pembahasan

Berdasarkan hasil Penelitian diatas, pada poin ini dilakukan pembahasan hasil
Penelitian berdasarkan hasil temuan-temuan di poin sebelumnya, maka muncul hasi!
pembahasannya sebagai berikut:

1. Upaya DPMKam dalam pembinaan Pengelolaan Keuangan

a. Pembinaan perencanaan pengelolaan keuangan

Berdasarkan pemnyataan perencanaan pengelolaan keuangan DPMKam
sudah melakukan bimbingan, Pelatihan, pembelajaran, pemberian pedoman
dan mstruksi kepada pemerintah kampung sesuai dengan peraturan dan tugas
pokok dan fungsinya

Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan
yang berlaku maka DPMKam berupaya memberikan pembinaan melalui
indikator pembinaan berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan
kampung untuk menghasilkan pemahaman perencanaan yang matang
dilakukan aparatur kampung dalam pemanfaatan keuangan untuk perencanaan
pembangunan kampung berdasarkan regulasi yang yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah pada khususnya dan pada umumnya pemerintah pusat.

Tentunya berdasarkan pedoman peraturan pemenntah kabupaten Aceh

Tengah Nomor 16 Tahun 2015. perencanaan pada hakekatnya merupakan

proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa

yang akan bagaimana melakukanya, siapa pelaksananya, dan kapan kegitan

tersebut harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam perencanaan
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pengelolaan keuangan Desa. Secara umum, perencanaan keuangan adalah
kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu
tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan kampung dilakukan
setelah tersusunnya RPJM kampung dan RKP kampung yang menjadi dasar
untuk menyusun APBKampung yang merupakan hasil dari perencanaan
keuangan desa.

RKPKampung mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli
tahun berjalan dan ditetapkan paling akhir bulan september tahun berjalan.
Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang
APBKampung berdasarkan RKPKampung tahun berkenaan. Sekretaris
Kampung menyampatkan rancangan Peraturan Kampung tentang
APBKampung kepada Kepala Kampung. Rancangan peraturan Kampung
tentang APBKampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Badan
Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.
Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disepakati bersama

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan,{ Sutarno NS (2004: 109),

b. Pembinaan Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung
Dalam proses Pembinaan pelaksanaan berdasarkan indokator
pembinaan terdin dan Bimbingan, Pelatihan, pembelajaran, pembérian
pedoman dan instruksi terhadap Pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bimbingan, pelatihan,

pembelajaran dan pemberian pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan telah
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dilakukan oleh DPMKam, tetapi masih banyaknya apatur kampung kurang
memahamt teknis dilapangan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan
keuangan kampung. DPMKam senantiasa seharusnya melakukan upaya-
upaya untuk meningkatkan pemahaman berkaitan pelaksanaan dilapangan.
konsep yang ditawarkan oleh DPMKam beragam berkaitan dengan pemberian
pemahaman kepada aparatur kampung tentang pelaksanaan pengelolaan
keuangan. DPMKam melakukan upaya untuk menciptakan pelaksanaan
pengelolaan keuangan menjad: lebih baik sesuai Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2015 teniang Pedoman pengelolaan keuangan Kampung di Aceh
Tengah. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dan sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara
sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan dalam
pengelolaan keuangan kampung merupakan implementasi atau eksekusi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung. Termasuk dalam pelaksanaan
diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses
pembayaran. (Nurdin usman, 2002:70)
¢. Penatausahaan Pengelolaan keuangan Kampung

Berdasarkan hasil wawancara di hasil Penelitian pembinaan
penatausahaan dalam pengelolaan keuangan, seharus menggunakan sistem
yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan
menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan menggunakan aplikast

SISKUEDES. bahwa kegiatan yang mendorong DMPK melakukan sebuah
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pelatthan, pembinaan dan instruksi sudah dilaksanakan oleh dinas tersebut.
Tentu sifatnya harus kontinuitas supaya tidak terjadinya sebuaha hambatan-
hambatan yang terjadi dilapangan. Penatausahaan rangkaian kegiatan yang
dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang
keuangan berdasarkan pnnsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga
informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan
dapat segera diperoleh. Tolak ukur dari pencapaian tersebut tentunya tidak
terjadi lagi hambatan-hambatan di lapangan, ini menjadi perhatian serius
kedepannya oleh DPMKam dalam penatausahaan dalam pengelolaan
keuangan kampung di Aceh Tengah.
d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan APBKam  dituangkan dalam  bentuk  laporan
pertanggungjawaban yang disusun oleh Reje Kampung dan dibantu oleh Banta
Kampung itu sendin berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015,
Pertanggungjawaban keuangan APBKam tenntegrasi dengan dengan
pertanggungjawaban APBKam. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan
untuk menunjukkan adanya penerapan Azas transparansi dalam perencanaan,
pelaksanaan APBKam yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.
Laporan Pertanggungjawaban di perlukan pembinaaan dan berbagai aspek
bimbingan, pelatihan, pembelajaran dan instruksi dalam meningkatkan
kualitas pelaporan pengelolaan keuangan Kampung. DMPKam sudah
melakukan pemebelajaran, pelatihan dalam pelaporan yang dilakukan oleh

aparatur kampung di setiap semester maupun ditahapan akhir tahunnya. Untuk
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meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan Kampung di Aceh
Tengah.

e. Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan

Pembinaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dari aspek
pertanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh DPMKam, kendati dilapangan
masih terjadi pertanggungjawaban yang kurang dipahami oleh aparatur
Kampung. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus
dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan dalam
pembinaan program pengelolaan keuangan Kampung dan belanja. Dengan
demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap
menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2015 berkaitan dengan pengelola APBKam yang
melaksanakan pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan
disebabkan beberapa hal, antara lain;

1. Kurang efektifnya sistem pembinaan dani pemenntah kecamatan,

pemenntah kabupaten dan DMPKam terhadap pengelola APBKam

ditingkat Kampung.

2. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat

pemernintah Kampung yang merupakan ujung tombak pelaksanaan

APBKam.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk
memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala  aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pembeni amanah yang memiliki hak dan
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kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.(mardiasmo,
2002:20)

2, Upaya Pembinaan Pengelolaan Kampung

a Upaya Mengatasi Permasalahan

Dari hasil wawancara bahwa umumnya langkah yang di ambil adalah
dengan melaksanakan bimbingan, pelatihan, Pembelajaran serta pemberian
pedoman untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan melakukan
pembinaan langsung ke kampung-kampung, diutamakan kampung yang masih
rendah tahap pemahamannya terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan
keuangan kampung. DPMKam maupun pihak kecamatan akan melakukan
evaluasi setiap bulannya. Dalam rangka peningkatan SDM, maka pelaksanaan
kegiatan pelatihan bharus sering dilakukan. Pemerintah menghimbau kepada
pthak aparatur kampung agar Pelatihan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten, namun pihak kampung juga dapat melaksanakan kegiatan tersebut,
dengan mengundang pihak-pihak ahli sebagai narasumbernya.
d. Kendala Dalam Membina Pengelolaan Keuangan Kampung

Sebagaimana yang diketahui bahwa fungsi dari DPMKam dan pihak
kecamatan adalah membina pengelolaan keuangan kampung. Dalam prosesnya,
pembinaan yang dilakukan tentu mendapat kendala-kendala yang dihadapi.
Masyarakat lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan orang perorang atau
kelompok. Misalnya kepentingan suatu dusun harus lebih di akomoodir dari

kepentingan dusun lainnya, atau kepentingan segelintir orang, tanpa
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mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Kemudian lebih buruk lagi adalah
kurang harmonisnya hubungan antar Reje dan RGM.

Proses pengelolaan keuangan akan terhambat akibat adanya konflik
antar Reje dan RGM. Disamping itu, aparatur kampung juga kerap kurang
mengindahkan bimbingan yang diberikan oleh pihak kecamatan, sehingga
proses pengelolaan keuangan di kampung, mulai dar tahap perencanaan,
pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban menjadi terhambat. Maka
dari itu DPMKam dan SKPK senantiasa melakukan pembimbingan terhadap
aparatur kampung supaya tidak terjadinya konflik antara aparatur kampung itu
sendiri.

e. Pengoptimalan Peran Pendamping Desa

Dari wawancara yang lebih mendalam lagi mengenai tenaga ahli
pendamping desa, diketahui bahwa tenaga ahli pendamping desa memiliki
peran yang sangat vital dalam keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan
kampung. Pemerintah Daerah harus mampu mendorong pemdamping Desa
untuk memberikan pemahaman baik dari perencanaan, pelaksanaan sesuai
dengan peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan
Kampung dan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

3. Proses Implementasi Pembinaan pengelolaan keuangan

Dari hasil wawancara bahwa regulasi yang mengatur pengelolaan

keuangan kampung telah diterbitkan, dan pembinaannya dilakukan oleh
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Pemerintah melalui Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, serta pihak

kecamatan.

a) Permasalahan Pengelolaan Keuangan Kampung

permasalahan yang paling mendasar yang muncul dalam pengelolaan
keuangan kampung adalah pada tahap perencanaan, pelaksanan dan
pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan regulasi yang ada. Kesalahan
pengelolaan keuangan ini dapat berdampak negative terhadap proses pertumbuhan
pereckonomian dan kesejahteraan suatu kampung. Akibat kesalahan tersebut, suatu
kampung mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, yang
bisa menyebabkan kampung tersebut tidak mendapatkan kucuran dana untuk
periode salanjutnya.

b) Sebab-Sebab Permasalahan Pengelolaan Kenangan Kampung

Adapun regulasi yang dimaksud adalah berupa Peraturan Menteri Dalam
Negeri, Peraturan Menteri Desa, dan Peratuan Menteri Keuangan. Dengan
berubahnya regulasi tiap tahunnya, tentu berdampak pada pelaksanaan di tingkat
daerah. Dengan demikian pemerintah Daerah harus mensosialisasikan perubahan
tersebut, yang memerlukan waktu dan biaya. Tidak hanya itu saja, kendala yang
lainnya adalah bahwa aparatur pemerintahan kampung merasa sulit untuk
menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru.

¢) Permasalahan Yang Timbul Di Masyarakat
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Bahwa yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat adalah kurangnya
keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan, kurang terakomodirnya keinginan

masyarakat, dan juga kurang berkualitasnya hasil dan pekerjaan.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka peneliti
menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh
Tengah melalui;

a. Melalui perencanaan pengelolaan kampung

Perencanaan pengelolaan keuangan kampung: dilakukan berdasarkan
pedoman peraturan pemerintah kabupaten Aceh Tengah Nomor 16 Tahun
2015. Selanjutnya upaya DPMKam berupaya Memfasilitasi,
menginventalisi, memben Pelatihan dan membudayakan serta
memberikan pembinaan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan
Kampung. Namun masih banyaknya apatur kampung yang kurang
memahami pelaksanaan secara teknis dilapangan berkaitan dengan
pelaksanaan pengelolaan kevangan Kampung. Sedangkan secara umum
laporan pertanggungjawaban di perlukan pembinaaan dari berbagai aspek
bimbingan, pelatihan, pembelajaran dan instruksi dalam meningkatkan
kualitas pelaporan pengelolaan keuangan Kampung.
b. Upaya Pembinaan Pengelolaan Kampung
disimpulkan bahwa umumnya langkah yang di ambil adalab dengan

melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM, melakukan
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pembinaan langsung ke kampung-kampung, diutamakan kampung yang

masth rendah tahap pemahamannya terhadap regulasi yang mengatur

pengelolaan keuangan kampung, dan baik pithak DPMK maupun pihak
kecamatan akan melakukan evaluasi setiap bulannya.

¢ Proses Implementasi Pembinaan pengelolaan keuangan
a) Permasalahan Pengelolaan Keuangan Kampung. permasalahan yang

paling mendasar yang muncul dalam pengelolaan keuangan kampung
adalah pada tahap perencanaan, pelaksanan dan pertanggungjawaban
masih belum sesuai dengan regulasi yang ada. Kesalahan pengelolaan
keuangan ini dapat berdampak negative terhadap proses pertumbuhan
perekonomian dan kesejahteraan suatu kampung.

b} Permasalahan Yang Timbul Di Masyarakat. Bahwa yang sering
dipermasalahkan oleh masyarakat adalah kurangnya keterbukaan
dalam pelaksanaan pengelolaan, kurang terakomodimya keinginan
masyarakat, dan juga kurang berkualitasnya hasil dan pekerjaan.

2. Kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten
Aceh Tengah dalam upaya membina pelaksanaan pengelolaan keuangan
kampung. Dengan personil yang terbatas, dan wilayah binaan yang
sangat luas, serta pihak aparatur kampung kurang antusias dalam
mengikutinya. Hal imi ditandai dengan banyak Reje kampung yang
mengirimkan perwakilan dalam setiap pelatihan. Selanjutnya Ego
sektoral yang dimaksud adalah, masyarakat lebih mengutamakan

kepentingan-kepentingan orang perorang atau kelompok. Misalnya
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kepentingan suatu dusun harus lebih di akomoodir dari kepentingan
dusun lainnya, atau kepentingan sepelintir orang, tanpa
mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Kemudian lebih buruk lag
adalah kurang harmonisnya hubungan antar Reje dan RGM. Proses
pengelolaan keuvangan akan terhambat akibat adanya konflik antar Reje
dan RGM.
B. Saran
Merujuk kepada Kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran dalam
penelitian int sebagai berikut:

1. Diharapkan DPMKam Aceh Tengah agar mengembangkan upaya dalam
melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Kampung dan cakupan, agar
Aparat kampung dapat menguasai tentang bagamana pepelolaan keuangan
Kampung yang lebih baik dan tidak menemukan Permasalah.

2. Diharapkan DPMKam Aceh Tengah agar meningkatkan Kualitas SDM baik
SDM DPMKam Maupun Pemerintah Kampung diwilayah Kabupaten Aceh
Tengah guna mengoptimalkan dan meningkatkan kinepa DPMKam Maupun
Kampung. Luasnya wilayah binaan dengan keterbatasan personil yang
dihadapi Dinas permberdayaan Masyarakat dan kampung harus mampu
menekan dan senantiasa melakukan pembinaan secara rutin menciptakan
pemahaman tentang pengelolaan dana kampung tersebut, in1 menjadi langkah
yang konkrit untuk mendorong aparatur kampung untuk terus mendapatkan
pembinaan dari Dinas permberdayaan Kampung, untuk menghindani kurang

antusiasnya aparatur Kampung dalam menghadiri pembinaan oleh Dinas
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pemberdayaan Kampung, diharapkan peran aktif dinas pemberdayaan terus
menerus melakukan pembenahan pembinaan yang menjadi daya tarik bagi
aparatur kampung untuk menambah pemahamannya dalam pengelolaan
alokasi dana kampung di Aceh Tengah.

3. Diharapkan DPMKam Aceh Tengah mampu menekan Pemdamping Kampung
atau tenaga ahli yang sudah ada untuk memberikan pembinaan dan
pemberdayaan Aparat Kampung sehingga dapat memanfaatkan Alokasi dana

dan dapat mempertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
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INTERVIEW GUIDE

UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM MEMBINA
PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

1. DATA INFORMAN
Hari dan Tanggal

ISR o

Nama

Umur

Pendidikan terakhir

Pengambil Kebijakan DPMKam
Jabatan dalam DPMKam

Alamat

e o

o oo

Telepon/Handphone

2. PEMBINAAN PERENCANAAN
1. Bagatmana perencanaan awal DPMKam dalam melakukan bimbingan

terthadap pengelolaan keuangan kampung ?

.................................................................................................................

2. Bagaimana perencanaan DMPkam dalam memberikan pelatihan

terhadap pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah?
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.................................................................................................................

3. Pelatihan apa saja yang dibuat dalam perencaaan oleh DPMKam

dalam pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah?

4. Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKam

terhadap pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah?

5. Bagaimana perencanaan DPMKam dalam upaya berkonsultasi tentang

pengelolaan keuangan Kampung?
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6. Apakah DPMKam membuka ruang konsultasi tentang perencanaan

pengeloaan keuangan Kampung di Aceh Tengah?

7. Apasaja yang sering dikonsultasikan dalam perencanaan pengelolaan

keuangan Kampung Oleh Aparatur Kampung dan dalam bentuk apa?

8. Pedoman dan bentuk apa saja!, yang diberikan DPMKam kepada

Kampung terhadap pengelolaan keuangan Kampung?
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9. Seperti apa perencanaan Instruksi yang diberikan DPMKam terhadap

Aparatur Kampung?

10. Apakah instruksi tersebut dapat di pahami oleh Pemerintah Kampung

dalam perencanaan pengelolaan keuangan Kampung?

11. Upaya apa yang dilakukan oleh DPMKam Apabila instruksi tersebut
tidak di pahami oleh aparatur Kampung dalam kapasitas perencanaan

pengelolaan keuangan Kampung?
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3. PEMBINAAN PELAKSANAAN

1. Bagaimana upaya DPMKam dalam melakukan bimbingan terhadap

pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung ?

2. Bagaimana upaya DMPkam dalam memberikan pelatihan terhadap

pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah?

3. Pelatthan apa saja vyang diberikan oleh DPMKam terhadap

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah?
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4. Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKam
terhadap pelaksanaan pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh
Tengah?

5. Bagaimana upaya DPMKam dalam berkonsultasi tentang pelaksanaan

pengelolaan keuangan Kampung?

6. Apakah DPMKam membuka ruang konsultasi tentang pelaksanaan

pengeloaan keuangan Kampung di Aceh Tengah?
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7. Apasaja yang sering dikonsultasikan dalam pelaksanaan pengelolaan

Kampung Oleh Aparatur Kampung?

8. Pedoman dan bentuk apa saja yang diberikan DPMKam kepada
Kampung terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung?

9. Instruksi apasajal Yang diberikan DPMKam terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan Kampung?

10. Apakah instruksi tersebut dapat di pahami oleh Pemerintah Kampung

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung?
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11. Upaya apa yang dilakukan oleh DPMKam Apabila instruksi tersebut
tidak di pahami oleh aparatur Kampung dalam kapasitas pelaksanaan

pengelolaan keuangan Kampung?

4. PEMBINAAN PENATAUSAHAAN
1. Bagaimana upaya DPMKam dalam melakukan Penatausahasn dalam

pengeloaan keuangan kampung ?
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2. Apasaia yang menjadi Hambatan terhadap penatausahaan dalam

pengelolaan Keuangan Kampung?

3. Pelatihan apa saja yang diberikan oleh DPMKam terhadap penatausahaan

dalam pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah?

4. Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKam
terhadap penatausahaan pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh
Tengah?
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3. Apakah yang menjadt kendala DPMKam dalam penatausahaan
pengelolaan keuangan Kampung?

6. Pedoman dan bentuk apa saja yang diberikan DPMKam kepada Kampung

terhadap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan Kampung?

7. Instruksi apasaja Yang diberikan DPMKam terhadap penatausahaan
pengelolaan keuangan Kampung?

8. Apakah instruksi tersebut dapat di pahami oleh Pemerintah Kampung

dalam penatausahaan dalam pengelolaan keuangan Kampung?
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5. PEMBINAAN PELAPORAN

1. Bagaimana upaya DPMKam dalam melakukan bimbingan terhadap
pelaporan pengelolaan keuangan kampung ?

2. Bagammana upaya DMPkam dalam memberikan pelatihan terhadap

pelaporan terhadap pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah?
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3. Pelatithan apa saja yang diberikan oleh DPMKam terhadap pelaporan

pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah?

4. Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKam

terhadap pelaporan pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah?

5. Bagaimana upaya DPMKam dalam berkonsultasi tentang pelaporan

kevangan Kampung?

6. Apakah DPMKam membuka ruang konsultasi tentang pelaporan

pengeloaan keuangan Kampung di Aceh Tengah?
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7. Pedoman dan bentuk apa saja yang diberikan DPMKam kepada

Kampung terhadap pelaporan pengelolaan keuangan Kampung?

8. Instruksi apasaja Yang diberikan DPMKam terhadap pelaporan

pengelolaan keuangan Kampung?
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9. Kendala dan hambatan apa yang ditemukan dalam pelaporan
pengelolaan keuangan Kampung?
10. Upaya apa yang dilakukan DPMKam terhadap pelaporan yang tidak

sesuai dengan Pedoman dan peraturan yang ada?

6. PEMBINAAN PERTANGGUNG JAWABAN
1. Bapaimana upaya DPMKam dalam melakukan bimbingan terhadap

pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan kampung ?

2. Bapaimana upaya DMPkam dalam memberikan pelatihan terhadap
pertanggung Jawaban pengelolaan keuanpan Kampung di Aceh
Tengah?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4347189

3. Pelatthan apa saja yang diberikan oleh DPMKam terhadap
pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh
Tengah?

4, Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKam
terhadap pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Kampung di

Aceh Tengah?

5. Bagaimana upaya DPMKam dalam berkonsultasi tentang

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung?
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6. Apakah DPMKam membuka ruang konsultasi tentang pertanggung

Jawaban pengeloaan keuangan Kampung di Aceh Tengah?

7. Apasaja yang sering dikonsultasikan dalam pertanggungjawaban

pengelolaan Kampung Oleh Aparatur Kampung?

8. Pedoman dan bentuk apa saja!, yang diberikan DPMKam kepada
Kampung terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Kampung?

9. Instruksi apasaja Yang diberikan DPMKam terhadap pertanggung

jawaban pengelolaan keuangan Kampung?
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10. Apakah instruksi tersebut dapat di pahami oleh Pemenintah Kampung
dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung?

11. Upaya apa yang dilakukan oleh DPMKam Apabiia instruksi tersebut
tidak di pahami oleh aparatr Kampung dalam kapasitas

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung?

12, Apakah kendala dan hambatan dalam pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah?
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